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KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala atas berkat 

rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Solok Tahun 2025 telah disusun dengan 

mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kota Solok.  

 Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPK Kota Solok selama tahun 2025. Laporan ini berisikan capaian 

kinerja yang telah diraih, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Solok khususnya dalam bidang 

manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPK tidak 

lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang telah 

berkontribusi dan bekerja sama dengan DPK Kota Solok  

 Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan terutama bagi internal menjadi acuan dalam perencanaan serta 

pelaksanaan program kerja di masa mendatang guna meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance). 

  
Solok,     Maret 2026 

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN KOTA SOLOK 

 
  

 
 

HERMAN, SH.,S.Sos. 
NIP. 197112301993031003 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 Laporan Kinerja DPK Kota Solok Tahun 2025 merupakan laporan capaian 

kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang merupakan tahun ke empat 

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPK Kota Solok Tahun 2021-2026. 

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Laporan Kinerja DPK Kota Solok Tahun 2025 ini bertujuan memberikan 

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

Secara umum, tingkat capaian realisasi terhadap target kinerja sasaran 

strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

No Sasaran Capaian Kinerja 2025 

1 Peningkatan Literasi Masyarakat 205,76 

2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan 114,59 

 
 Dilihat dari tabel diatas capaian kinerja DPK Kota Solok Tahun 2025 dari               

2 sasaran strategis diatas capaiannya sudah melebihi target.  

Untuk mendorong pencapaian target kinerja sasaran diatas, DPK Kota Solok 

Tahun 2025 didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp.5.986.462.172,98,- 

dengan realisasi sebesar Rp.5.688.247.011,- atau sebesar 95,02%. Ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target 

sasaran diatas, dapat diselesaikan seluruhnya dengan penggunaan anggaran yang 

cukup efisien.  

Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian tahun ke 5 (lima) 

pelaksanaan Renstra DPK Kota Solok Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai dasar 

pencapaian target kinerja untuk tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja yang telah 

mencapai target akan dijadikan sebagai pendorong untuk peningkatan kinerja di masa 

yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, Pemerintah menetapkan Laporan Kinerja. Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor  53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknik Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Walikota Solok nomor 35 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok nomor 26 tahun 2014 tentang 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Solok. Oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan 

untuk menyusun Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LKj OPD). Substansi  

Renstra OPD ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan analisis pencapaian 

kinerja yang disusun sesuai dengan indikator dan capaian kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

(DPK)  Kota Solok sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok berkewajiban menyusun Laporan Kinerja 

Tahun 2025, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada 

perencanaan strategik yang telah ditetapkan.  

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban 

tahun ke 4 (empat) dari pelaksanaan Rencana Stragtegis (Renstra) DPK Kota Solok 

Tahun 2021-2026 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026. 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Maksud penyusunan Laporan Kinerja PD Tahun 2025 adalah memberikan 

pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 

2025 kepada Walikota Solok. Sedangkan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PD 

Tahun 2025 adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 
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1.3 Dasar Hukum 

1) Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah;  

7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

1.4 Gambaran Umum 

1. Lokasi Kantor DPK Kota Solok 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Solok beralamat di Jalan Lubuk 

Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok 

Provinsi Sumatera Barat Komplek Kantor Walikota Solok Gedung E. 
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2. Aspek Strategis Organisasi 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Kota Solok secara langsung berkontribusi 

membantu Walikota dalam mencapai misi ke 3 yakni Peningkatan Kualitas 

Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan 

dan Perlindungan Sosial dengan indikator kinerja Indeks  Pembangunan 

Literasi Masyarakat  (IPLM) dan Indeks Pemanfaatan Arsip. 

 

IPLM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi 

tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek. Pengkuran IPLM Kota Solok 

berpedoman pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun  2020 

Tentang Peraturaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahaun 

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dimana IPLM merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan 

dengan pengukuran menggunakan 7 (tujuh) unsur pembangun literasi 

masyakat yakni : pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi 

perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan 

masyarakat perhari, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan 

masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan anggota perpustakaan. 

Adapun target capaian IPLM dapat dilihat pada table dibawah ini :  

Indikator Kinerja 
Target Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat (IPLM) 

10,68 11,19 11,62 12,50 12,84 13,48 

        Sumber : RPJMD Kota Solok 2021-2026 

Sedangkan pengukuran Indeks Pemanfaatan Arsip berpedoman pada 

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Indikator Kinerja Utama pada Arsip Nasional Republik Indonesia dimana 

pengukuran menggunakan 3 (tiga) komposit Kepatuhan terhadap kebijakan 

pemanfaatan arsip, Peningkatan tata kelola kearsipan (arsip aktif dan arsip 

inaktif), Pelayanan informasi kearsipan. Adadpun Target capaian Indeks 

Pemanfaatan Arsip dapat dilihat pada table dibawah ini : 
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Indikator Kinerja 
Target Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Indeks Pemanfaatan Arsip 27,36 51,90 56,57 65,43 72,76 78,29 

  Sumber : RPJMD Kota Solok 2021-2026 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Solok adalah Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok 

Nonor 5 Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 

yang memiliki tugas dan fungsi yakni melaksanakan  pembinaan, layanan dan 

pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, penataan, pengelolaan,  

penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan 

Arsip  Daerah  serta  mempersiapkan  bahan perumusan kebijakan pembinaan 

dan pengembangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; 

b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; 

c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016, yang kemudian dijelaskan 

dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi 

dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Solok, terdiri dari :  
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a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris terdiri dari : 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan; 

c. Bidang Pembinaan dan Teknologi Informasi terdiri dari : 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Lembaga dan 

Tenaga Perpustakaan; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Lembaga dan 

Tenaga Kearsipan; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Teknologi 

Informasi. 

d. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca terdiri dari: 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan dan Kerjasama 

Perpustakaan; 

-  Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan, 

Pengolahan dan Konservasi Koleksi; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan 

Kegemaran Membaca 

e. Bidang Pengelolaan Kearsipan terdiri dari : 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Arsip 

Dinamis; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Akuisisi, Pengolahan, 

dan Preservasi Arsip Statis; 

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan dan 

Pemanfaatan Arsip. 

f. Jabatan Fungsional 
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Dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas 

a. menyusun kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pegendalian dibidang Perpustakaan 

dan Kearsipan; 

b. merumuskan sasaran dan program kerja dibidang Perpustakaan dan 

Kearsipan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencapai visi dan misi; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan sesuai prosedur kerja yang berlaku agar tugas terlaksana dengan 

baik; 

d. membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksana dengan 

baik; 

e. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas terlaksana 

sesuai dengan yang direncanakan; 

f. mengoordinasikan tugas dibidang pembinaan dan pengelolaan teknologi 

informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas 

terlaksana dengan baik; 

g. mengoordinasikan tugas dibidang pengelolaan perpustakaan dan 

pembudayaan kegemaran membaca berdasarkan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

h. mengoordinasikan tugas dibidang pengelolaan kearsipan berdasarkan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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2) Sekretaris. 

a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-

undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, 

kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur kerja agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar; 

f. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/asset 

berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib 

dan lancar; 

g. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib 

dan lancar; 

h. mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan 

perumusan program, evaluasi serta pelaporan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar penyusunan 

perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik; 

i. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan akuntansi dan 

akuntansi dan akuntansi dan akuntansi dan administrasi keuangan  

berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib 

dan lancar; 

j. membantu kepala Dinas mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan 

serta pengawasan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 
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l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, 

kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan agar pengelolaannya berjalan tertib dan lancar; 

f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan 

gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pengelolaan administrasi barang/asset berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaanya 

berjalan tertib dan lancar; 

h. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

i. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan 

peraturan perundangan agar berjalan tertib dan lancar; dan 
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j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaanya; 

e. menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan usulan dari bidang-bidang 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan; 

f. menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang 

sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa 

mendatang; 
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h. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi. 

a. merencanakan program kerja bidang pembinaan dan pengelolaan teknologi 

informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. mengoordinir dan mengelola pembinaan lembaga dan tenaga perpustakaan 

dan kearsipan); 

f. mengoordinir dan mengelola data lembaga dan tenaga perpustakaan dan 

kearsipan; 

g. mengoordinir dan mengelola pengembangan lembaga dan tenaga 

perpustakaan dan kearsipan; 

h. mengoordinir dan mengelola peningkatan kemampuan teknis 

kepustakawanan dan arsiparis; 

i. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan penilaian angka kredit pustakawan 

dan arsiparis; 

j. mengoordinir dan mengelola bimbingan teknis dan 

pemasyarakatan/sosialisasi perpustakaan dan kearsipan; 

k. mengoordinir dan mengelola evaluasi pembinaan lembaga dan tenaga 

perpustakaan dan kearsipan; 

l. mengoordinir dan mengelola pengembangan teknologi informasi, pengelolaan 

website dan jaringan; 
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m. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

3.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Lembaga dan 

Tenaga Pepustakaan  

a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan lembaga dan tenaga 

perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. melaksanakan pembinaan lembaga dan tenaga perpustakaan; 

f. mendata lembaga dan tenaga perpustakaan; 

g. mengoordinir pengembangan lembaga dan tenaga perpustakaan; 

h. meningkatkan kemampuan teknis kepustakawanan; 

i. melaksanakan penilaian angka kredit pustakawan; 

j. melaksanakan bimbingan teknis dan pemasyarakatan/sosialisasi 

perpustakaan; 

k. mengevaluasi pembinaan lembaga dan tenaga perpustakaan; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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3.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Lembaga dan 

Tenaga Kearsipan : 

a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan lembaga dan tenaga kearsipan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. melaksanakan pembinaan lembaga dan tenaga kearsipan; 

f. mendata lembaga dan tenaga kearsipan; 

g. mengoordinir pengembangan lembaga dan tenaga kearsipan; 

h. meningkatkan kemampuan teknis arsiparis; 

i. melaksanakan penilaian angka kredit arsiparis; 

j. melaksanakan bimbingan teknis dan pemasyarakatan/sosialisasi 

kearsipan; 

k. mengevaluasi pembinaan lembaga dan tenaga kearsipan; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

3.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Teknologi 

Informasi : 

a. Mengelola dan mengembangkan perangkat keras, lunak, dan pangkalan 

data; 

b. Mengelola dan mengembangkan jaringan otomasi; 

c. Mengelola dan mengembangkan website; 
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d. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

4) Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca. 

a. merencanakan program kerja bidang Pengelolaan Perpustakaan dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca berdasarkan ketentuan perundang-

undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. mengoordinir dan mengelola layanan dan kerjasama perpustakaan 

meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan 

pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan 

sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, 

kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan; 

f. mengoordinir dan mengelola pengembangan, pengolahan, dan 

konservasi koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan 

koleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan 

koleksi daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, 

deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik 

bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan 

data, pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui 

perawatan, restorasi dan penjilidan serta pengadaan sarana penyimpanan 

bahan perpustakaan; 
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g. mengoordinir dan mengelola pembudayaan kegemaran membaca 

meliputi pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran 

membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis 

pembudayaan kegemaran membaca serta evaluasi kegemaran 

membaca; 

h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan dan Kerjasama 

Perpustakaan : 

a. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat; 

b. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan 

referensi, layanan pinjam antar perpustakaan; 

c. menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling dan 

lainnya); 

d. menyusun statistik perpustakaan; 

e. melaksanakan bimbingan pemustaka; 

f. melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan 

(weeding); 

g. melaksanakan promosi layanan; 

h. menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka 

terhadap koleksi perpustakaan; 

i. melaksanakan kajian kepuasan pemustaka; 

j. menginisiasi kerjasama perpustakaan; 

k. mengelola dan menyusun naskah perjanjian kerjasama; 

l. mengembangkan dan mengelola kerja sama antar perpustakaan;  

m. mengembangkan dan mengelola kerja sama jejaring perpustakaan; 
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n. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan, 

Pengolahan dan Konservasi Koleksi :  

a. menyusunan kebijakan pengembangan koleksi; 

b. melaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan 

perpustakaan; 

c. melaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui 

pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; 

d. menganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan 

transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya; 

e. memetakan naskah kuno dan koleksi daerah (local content); 

f. mengumpulkan, menghimpun, mengelola nashkah kuno dan koleksi 

daerah (local content). 

g. menerima, mengolah, dan memverifikasi bahan perpustakaan; 

h. menyusun deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, 

dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan; 

i. melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan 

data; 

j. menyusun literatur sekunder; 

k. melaksanakan survey kondisi bahan perpustakaan; 

l. melaksanakan fumigasi bahan perpustakaan; 

m. melaksanakan kontrol kondisi ruang penyimpanan; 

n. melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan 

perpustakaan; 

o. membuat folder, pamflet binding, cover, map dan portepel; 

p. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan 

dalam bentuk mikrofilm maupun digital; 
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q. melaksanakan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan 

perpustakaan; 

r. memasukan data pada komputer; 

s. memelihara dan menyimpan master reprografi, fotografi, dan digital; 

t. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi dan peraturan 

perundang–undangan yang berlaku. 

4.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinator Pembudayaan 

Kegemaran Membaca : 

a. mengkaji minat baca masyarakat; 

b. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca; 

c. mengoordinir pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran 

membaca; 

d. melaksanakan bimbingan teknis pembudayaan kegemaran 

membaca;  

e. mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca;  

f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan 

perundang–undangan yang berlaku. 

5) Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan 

a. merencanakan program kerja bidang Pengelolaan Kearsipan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. memberi petunjuk kepada  bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 
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d. menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

e. mengoordinir dan mengelola pembinaan kepada unit pengolah dalam 

menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan; 

f. mengoordinir dan mengelola pengolahan dan penyajian arsip inaktif; 

g. mengoordinir dan mengelola pemeliharaan arsip inaktif; 

h. mengoordinir dan mengelola pengaturan fisik arsip; 

i. mengoordinir dan mengelola pengolahan informasi arsip dan penyusunan 

daftar arsip inaktif; 

j. mengoordinir dan mengelola pemindahan arsip inaktif di lingkungan 

pemerintahan daerah; 

k. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan monitoring, penilaian dan verifikasi 

terhadap fisik arsip dan daftar arsip; 

l. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan persiapan penetapan status arsip 

statis; 

m. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis; 

n. mengoordinir dan mengelola penerimaan fisik arsip dan daftar arsip; 

o. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan penataan informasi dan fisik arsip 

statis; 

p. mengoordinir dan mengelola penyusunan guide, daftar, dan inventaris arsip 

statis; 

q. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan penataan, penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis; 

r. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip 

statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana; 

s. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip 

statis; 

t. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis; 

u. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan 

pelindungan arsip statis; 
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v. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip 

statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana; 

w. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip 

statis;  

x. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis;  

y. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan layanan arsip dinamis; 

z. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan layanan arsip statis; 

aa. mengoordinir dan mengelola penyajian informasi dan penelusuran arsip statis; 

bb. mengoordinir dan mengelola penyiapan bahan dalam rangka penerbitan 

naskah sumber arsip; 

cc. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan pameran arsip statis;  

dd. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 

ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Arsip 

Dinamis : 

a. melakukan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan 

daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan 

setelah pelaksanaan kegiatan; 

b. menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk 

kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik; 

c. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan 

dan penyimpanan arsip inaktif; 

d. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan 

penyusunan daftar arsip inaktif; 

e. melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan 

daerah; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan 
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g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta 

peraturan perundang –undangan yang berlaku. 

 

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Preservasi 

Arsip Statis : 

a. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik 

arsip dan daftar arsip; 

b. melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis; 

c. melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis; 

d. menerima fisik arsip dan daftar arsip; 

e. melaksanakan penataan informasi arsip statis; 

f. melaksanakan penataan fisik arsip statis; 

g. menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis; 

h. melaksanakan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

pelindungan arsip statis; 

i. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta 

penyelamatan arsip statis akibat bencana;  

j. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;  

k. melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis; 

l. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip 

statis; 

m. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta 

penyelamatan arsip statis akibat bencana;  

n. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis; dan 

o. melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;  

p. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi 

pimpinan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi dan peraturan 

perundang –undangan yang berlaku. 
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5.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan dan 

Pemanfaatan Arsip Membaca : 

a. melaksanakan layanan arsip dinamis; 

b. melaksanakan layanan arsip statis; 

c. menyajikan informasi dan penelusuran arsip statis; 

d. menyiapkkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip; 

e. melaksanakan pameran arsip statis;  

f. mengelola pengaduan masyarakat;  

g. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta 

peraturan perundang –undangan yang berlaku; 

 

6) Jabatan Fungsional 

6.1. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan 

kegiatan kepustakawanan. 

6.2. Jabatan Fungsional arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

Kearsipan. 

4. Sumber Daya 

Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, DPK didukung oleh sumber 

daya aparatur PNS dan Non-PNSyang terdiri dari 39 personil/orang yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 

No. Golongan Jumlah Pegawai (orang) 

1 IV  9 

2 III  23 

3 II  3 

4 PPPK Penuh Waktu 2 

5 PPPK Paruh Waktu 9 

6 Non Database 2 

 JUMLAH 48 

     Sumber : Data Kepegawaian DPK  keadaan Desember Tahun  2025 

 

Sarana dan Prasana 

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan 

prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari DPK Kota Solok dimana telah 

dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung DPK 

Kota Solok telah memiliki gedung sendiri yang cukup memadai untuk 

menampung pelaksanaan tugas dan Gedung Layanan Perpustakaan 

tersendiri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpusnas Tahun 

Anggaran 2025 dengan rincian Sarana Prasarana pada tabel  berikut:  
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Tabel 1.2. 

Sarana dan Prasarana  

No. 

SPESIFIKASI BARANG 
       Jumlah 

Nama Barang 
Barang  Harga  

1 2 3 4 

I TANAH -  -  

II.  PERALATAN DAN MESIN 483  2,841,651,224  

III. GEDUNG DAN BANGUNAN 3 13,096,897,535 

IV JARINGAN DAN IRIGASI -  -  

V. ASET TETAP LAINNYA 12,670  898,365,776  

Sumber : Buku Inventaris DPK Tahun 2025 

 

5. Informasi layanan yang diberikan 

Layanan Perpustakaan : 

✓ Layanan Peminjaman 

✓ Layanan Pengembalian 

✓ Layanan Referensi 

✓ Layanan Naskah Kuno 

✓ Layanan Anak 

✓ Layanan Digital 

✓ Layanan Minangkabau 

✓ Layanan Perpustakaan Keliling 

 

Layanan Arsip : 

✓ Layanan Pencarian Arsip 

✓ Layanan Srikandi 
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1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 

No Saran/ Rekomendasi Tindaklanjut 

1 Menyusun rencana aksi lebih rinci yang memuat 

rangkaian dan tahapan aktivitas yang dilakukan untuk 

mencapai target secara triwulan dalam satu tahun yang 

akhirnya mencapai target yang ditetapkan dalam IKU. 

Rencana aksi tahun 2025 sudah 

disusun berdasar target per bulan, 

namun untuk Rencana aksi 

berikutnya akan dibuatkan sesuai 

hasil rekomendasi LHE. 

2 Melakukan pengumpulan, pemantauan dan evaluasi atas 
kinerja secara berkala yang secara spesifik mengarah 
pada target yang telah ditetapkan dalam IKU maupun 
Perjanjian Kinerja dan tidak sebatas pada data realisasi 
anggaran. 

Akan dilaksanakan sesuai 

rekomendasi LHE untuk berikutnya  

 

 

3 Menyusun pedoman teknis dan/ atau SOP pengukuran 
data kinerja. 

SOP Pengukuran data kinerja sudah 

disusun 

4 Melakukan dan mendokumentasikan analisa atas 
pengukuran kinerja untuk dijadikan acuan dalam 
penyesuaian strategi, kebijakan maupun aktivitas demi 
terwujudnya tujuan. 

Akan dilaksanakan sesuai 

rekomendasi LHE untuk berikutnya 

5 Menyajikan target kinerja dengan target yang ditetapkan 
secara nasional untuk seluruh indikator kinerja yang 
ditetapkan. 

Target kinerja serta Definisi 

Operasional secara nasional sudah 

ditetapkan sejak awal Renstra 2021-

2026 dan sudah dituangkan dalam 

LKjIP. 

6 Melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan 
spesifik mengarah pada setiap indikator dan target 
kinerja dengan menggunakan teknologi informasi. 

Sudah dilakukan per triwulan I dan II 

tahun 2025 dalam SKP e-kinerja 

7 Mendokumentasikan data hasil evaluasi kinerja yang 
telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan 
efisiensi kinerja serta melaksanakan hasil evaluasi 
sebagai acuan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja. 

Tahun 2024 sudah dilakukan 

pemantauan hasil evaluasi kinerja 

melalui rapat kinerja per triwulan. 

Namun untuk berikutnya akan 

dilakukan sesuai rekomendasi LHE 

sebagai acuan untuk perbaikan dan 

peningkatan kinerja yang akan 

datang. 
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1.6     Sistematika Penulisan  

 Laporan Kinerja Kota Solok tahun 2025 ini disusun dalam beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, 

gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk 

melaksanakan kegiatan pada Tahun Lalu, dasar hukum, dan sistematika 

penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 Bab ini berisikan gambaran rencana strategis dan perjanjian kinerja pada 

tahun 2025. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 Bab ini menyajikan evaluasi analisis capaian kinerja, capaian kinerja 

sasaran dan akuntabilitas keuangan tahun 2025. 

BAB IV PENUTUPAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap pencapaian target 

masing-masing indikator kinerja. 

 

1.7     Isu atau Permasalahan Strategis PD 

Dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, dokumen 

Manajemen Risiko dan LKjIP memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kedua 

dokumen ini menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

1) Daftar Risiko Prioritas sebagai Alat Identifikasi Masalah Strategis 

Daftar risiko prioritas dalam dokumen Manajemen Risiko berfungsi untuk 

mengidentifikasi dan memetakan potensi ancaman atau hambatan yang dapat 

memengaruhi pencapaian tujuan strategis instansi. Risiko-risiko ini mencakup 

berbagai aspek, mulai dari risiko operasional, finansial, hingga risiko eksternal 

seperti perubahan regulasi atau bencana alam. 

Uraian isu permasalahan strategis dalam LKjIP, di sisi lain, berisi evaluasi kinerja 

dan analisis terhadap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan 

kegiatan. Dengan demikian, isu-isu strategis dalam LKjIP sering kali memiliki akar 
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penyebab yang sama dengan risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam dokumen 

Manajemen Risiko. 

2) Pemetaan Risiko terhadap Sasaran Strategis 

Risiko yang teridentifikasi dalam dokumen Manajemen Risiko biasanya dikaitkan 

langsung dengan sasaran strategis organisasi. Sebagai contoh: 

• Risiko keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dapat memengaruhi 

pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik. 

• Risiko keterlambatan anggaran dapat berdampak pada pelaksanaan program 

prioritas. 

Isu strategis dalam LKjIP sering kali mencerminkan realisasi dari risiko-risiko 

tersebut. Misalnya, jika salah satu isu dalam LKjIP adalah keterlambatan 

implementasi program prioritas, maka hal ini dapat dikaitkan dengan risiko terkait 

perencanaan atau manajemen anggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

3) Pengelolaan Risiko untuk Mencegah Isu Strategis 

Keterkaitan antara daftar risiko prioritas dan uraian isu strategis menegaskan 

pentingnya pengelolaan risiko yang proaktif. Dengan mengintegrasikan 

manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan kinerja, instansi 

dapat memitigasi potensi risiko sebelum berkembang menjadi isu strategis yang 

tercermin dalam LKjIP. 

4) Evaluasi Berbasis Risiko dalam LKjIP 

LKjIP dapat menggunakan daftar risiko prioritas sebagai acuan dalam 

mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dengan 

pendekatan ini, instansi dapat lebih fokus pada area-area yang memiliki dampak 

risiko tinggi terhadap capaian kinerja, sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih 

terarah dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPK Kota Solok Tahun 2025 

 

29 

No Uraian Pernyataan Risiko 
Nilai 

Risiko 
Pemilik Penyebab Risiko Dampak Risiko 

I Risiko Strategis Pemda     

1 Layanan Perpustakaan Belum Maksimal 16 Walikota Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur 
tentang pengelolaan perpustakaan 

Rendahnya minat baca 

II Risiko Strategis OPD     

1 Perpustakaan yang ada belum sepenuhnya 
memenuhi Standar Nasional Perpustakaan 

16 Kadis 1. Keterbatasan jumlah koleksi 

2. Keterbatasan SDM berlatar pendidikan ilmu 
perpustakaan 

3. Keterbatasan sarana dan prasaran 

Perpustakaan kurang maksimal 
melaksanakan tugas meningkatkan 
kegemaran membaca 

2 Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke 
perpustakaan 

16 Kadis 1. Kecenderungan penggunaan medsos yang 
tinggi 

2. Keterbatasan jumlah koleksi perpustakaan 

 

Rendahnya pemustaka dari 
masyarakat umum 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 

Rencana Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 

Solok Tahun 2021-2026 mencakup komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran, serta Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program). Namun setelah 

adanya pilkada ini, capaian indikator kinerja disesuaikan degan Visi Misi Kepala 

Daerah Terpilih tahun 2021-2026 dan setelah pilkada juga disesuaikan dengan 

Visi Misi KDH terpilih tahun 2025-2029. Sedangkan pada bagian Program, 

kegiatan dan sub kegiatan juga disesuaikan dengan nomenklatur dari 

Permendagri Nomor 050 Tahun 2021.  

 

2.1.1 Visi 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan 

dan peluang yang ada di Kota Solok serta mempertimbangkan budaya yang hidup 

dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun 

mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil 

dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan 

diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Solok pada akhir periode. Visi menjadi fokus 

dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan 

kepemimpinan kepala daerah terpilih.Visi Kota Solok menjadi penting karena 

akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan 

daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Solokbaik 

aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan 

permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan 

nasional maupun regional, maka visi Kota Solok untuk periode 2021-2025 sebagai 

berikut: 

Adapun Visi Pembangunan Kota Solok tahun 2021-2025 adalah :  

“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera 

melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Modern” 
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Kota Solok terus berbenah dan berkembang menjadi sebuah kota yang 

maju namun tetap mempertahankan karakteristik adat dan budayanya. 

Masyarakatnya terbuka akan perubahan dan kemajuan, egaliter, hidup 

berdampingan dengan berbagai etnis yang datang dan menetap di kota ini. 

Keberagaman penduduknya harus menjadi modal dasar dan kekayaan untuk 

mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera. Mengadopsi dengan cepat tatanan 

pembangunan kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, KDH terpilih merumuskan Visi 2025-2029 : 

”Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani” 

 

2.1.2 Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan 

Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  

Kota Solok secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai 

misi ketiga pada tahun 2021-2025 yakni : 

“Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat 

Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial”. 

 

Sementara untuk pencapaian tahun 2025-2029, misi Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam 

mencapai misi ketiga yakni :  

“Memperkuat Fondasi Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan 

Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan” 
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2.1.3 Perbandingan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra 

2021-2025 dengan Renstra 2025-2029  

Tujuan Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029 : 

Terwujudnya budaya literasi masyarakat 

Sasaran Program Kegiatan 

  Peningkatan Literasi 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1. Pembinaan 

Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelestarian Koleksi 

Nasional dan Naskah 

Kuno 

 

 

 

 

1. Pengelolaan 

Perpustakaan di 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota 

2. Pembudayaan 

Gemar Membaca 

Tingkat Daerah 

Kab/Kota 

 

1. Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

dalam Penyimpanan, 

Perawatan, 

Pelestarian, dan 

Pendaftaran Naskah 

Kuno. 
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Tujuan  Renstra 2021-2025    : Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang    

andal 

Tujuan  Renstra 2025-2029    : Terwujudnya tata kelola kearsipan yang 

berkualitas 

Sasaran Program Kegiatan 

    Peningkatan Kualitas 

Pengelolaan 

Kearsipan 

1. Pengelolaan Arsip 

 

 

 

 

 

2.Perlindungan dan 

Penyelamatan Arsip 

1. Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota 

2. Pengelolaan Arsip 

Statis Daerah 

Kab/Kota 

1.Pemusnahan Arsip 

Dilingkungan 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota yang 

Memiliki Retensi di 

Bawah 10 Tahun  

 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen dari 

atasan kepada bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja, maka pelaksanaan Renstra 

dapat dipantau tingkat pencapaiannya. Berikut perjanjian kinerja DPK Kota Solok 

Tahun 2025 yang harus dicapai: 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

2025   

1 2 3 4 

1 Peningkatan literasi 

masyarakat 

Indeks  Pembangunan Literasi 

Masyarakat  

 

12,84% 
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2 Peningkatan kualitas 

pengelolaan kearsipan 

Indeks Pemanfaatan Arsip 72,76% 

 

NO Program ANGGARAN (Rp.) KET.   

1 2 3 4 

1 Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

5,470,262,223  

2 Pembinaan Perpustakaan 467,048,150  

3 Pelestarian Koleksi Nasional dan 

Naskah Kuno 

38,851,800  

4 Pengelolaan Arsip 9,820,000  

5 Perlindungan dan Penyelamatan 

Arsip 

480,000  

Total Anggaran 5,986,462,172.98  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

     3.1.METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 

 Sebelum membahas tentang capaian kinerja sebaiknya terlebih dahulu 

ditetapkan metode atau cara pengukuran agar diperoleh pemahaman yang 

sama atas suatu masalah. Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau 

tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu 

didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam ‘’Membangun 

Kinerja”, disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil 

kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan 

perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. 

Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam 

organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran 

kinerja. 

 

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini 

adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya 

dihitung dengan menggunakan rumus. 

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja 

dihitung dengan menggunakan rumus. 
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3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA 

Hasil pengukuran kinerja adalah melihat seberapa jauh kinerja yang telah 

dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah 

direncanakan atau diperjanjikan. Adapun elemen pada suatu pengukuran 

kinerja antara lain: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. 

2. Merumuskan indikator atau ukuran kinerja. 

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

 

Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok untuk periode 

2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Budaya Literasi Masyarakat 

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang Andal 

 

Sedangkan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok untuk 

periode 2025-2029 adalah :  

1. Terwujudnya Budaya Literasi Masyarakat 

2. Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang Berkualitas 

 

Pada Urusan Perpustakaan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra 2021-

2026 sama dengan Renstra 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan, maka 

sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 

1. Sasaran    : Peningkatan literasi masyarakat  

Indikator   : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat 

Kegemaran Membaca Masyarakat 

 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha 

yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam 

membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar 

sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat . 

Untuk penghitungan dari tahun 2022 s.d 2025 dengan formulasi: 
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Indikator pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) 

dan Aspek Masyarakat (AM) ditentukan oleh Perpusnas RI sebagai berikut :  

A. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat [UPLM], terdiri dari: 

 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan [UPLM1];  

 2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan [UPLM2];  

 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan [UPLM3];  

 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari [UPLM4];  

     5. Perpustakaan ber-SNP [UPLM5];  

   6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi & Promosi    

[UPLM6];  

     7. Anggota Perpustakaan [UPLM7] 

B. Aspek Masyarakat yang terdiri dari :  

(1) Populasi Penduduk Data yang digunakan pada populasi penduduk, baik 

level provinsi maupun Kabupaten/Kota, adalah dengan mengacu pada data 

resmi yang dikeluarkan olehBadan Pusat Statistik (BPS).  

(2) Populasi Civitas Sekolah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2025 adalah Data yang digunakan pada populasi civitas 

sekolah adalah data populasi jumlah siswa dan guru. Data jumlah siswa dan 

guru yang digunakan di sini adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, 

SMA dan SMK.  

(3) Populasi Civitas Akademika Data yang digunakan pada civitas akademika 

adalah data populasi jumlah mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik).  

(4) Populasi Penduduk Bekerja Data yang digunakan pada populasi 

penduduk usia kerja dapat menggunakan sumber publikasi data resmi 

tahunan dari BPS. Data yang diambil adalah data penduduk yang berstatus 

Bekerja (Working). 

 

∑ 𝑥100

𝑈𝑃𝐿𝑀

𝐴𝑀
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Namun berdasar surat dari Perpusnas RI Nomor : 

B.11352/2/APB.00.02/XII.2025 dengan perihal tentang perubahan 

penghitungan IPLM : 
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Maka Hasil capaian penghitungan IPLM Kota Solok untuk tahun 2025 sebagai berikut :  

= ((0.30xDimensi Kepatuhan) +  (0.70xDimensi Kinerja))x 100 

=((0.30x0.241) + (0.70x0.259)) x 100 

= 7.23+18.13 

= 25,36 

 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Perpusnas, diperoleh Hasil IPLM Tahun 2025 

sebagai berikut : 
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Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Solok tahun 2025 dapat 

dilihat pada   tabel berikut: 

Tabel 3.1  

Pengukuran Capaian Kinerja DPK Kota Solok Tahun Anggaran 2025 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

% CAPAIAN 
KINERJA 

KRITERIA 

1 Peningkatan 

Literasi 

Masyarakat 

Indeks 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

12,84 25,36 197,50 Sangat 

Tinggi 

  Sumber data : Hasil analisis data capaian kinerja DPK Tahun 2025 
 

Berbeda dengan konsep pada pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

pada tahun sebelumnya (2022-2025) sejak tahun 2023 dengan penyesuaian bahwa 

untuk menghitung nilai per UPLM didapat dari masing-masing jenis perpustakaan, 

dibagi jumlah orang setiap target layanan setiap jenis perpustakaannya. Contoh 

Perbandingan perbedaan formulasi pada Aspek Masyarakat (AM) : 
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Tahun 2022-2025 

UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan 

                                   (50% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡
 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

 + 20% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡
 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

 + 20% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡
 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑔.𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝐶𝐼𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑘𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑘

     + 10% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡
 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐾ℎ𝑢𝑠𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

 ) 𝑥 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖  

 

 

Namun sesuai surat edaran tanggal 31 Desember 2025 diatas, pengukuran 

IPLM dirubah hitungannya untuk mencari capaian tahun 2025 seperti dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari capaian kinerja di atas, dapat dibandingkan hasil pengukuran realisasi dan 

capaian kinerja tahun dari Tahun 2022 s.d 2025 (sesuai sasaran strategis) sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Sumber data : Hasil analisis data capaian kinerja DPK Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Indeks 

Pembangu

nan Literasi 

Masyarakat 

(IPLM) 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

11.62 12.50 12.84 89,85 96.63 25.36 773.23 773.04 197.50 
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2. Sasaran : Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan 

Indikator : Indeks Pemanfaatan Arsip 

Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks 

bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap 

kebijakan pemanfaatan arsip, (b) Peningkatan tata kelola kearsipan (arsip aktif 

dan arsip inaktif), (c) pelayanan informasi kearsipan. Hasil dari capaian indikator 

indeks pemanfaatan arsip ini dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 3.3 

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025  

Sumber data : Hasil analisis data capaian kinerja DPK Tahun 2025 
 

Indeks pemanfaatan arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang berkomposit terdiri atas 3 dimensi (3D) : 

 

 

Komposit 3 dimensi dari unsur indeks pemanfaatan arsip yakni : 

1. Kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip 

 

 

 

Jumlah Unit Kearsipan (UK) yang menerapkan arsip secara baku adalah 

sebanyak 50 unit kearsipan dari total seluruh Unit Kearsipan yakni 51 

UK.  

 

Maka komposit 1 ini :  
50

51 
 𝑥 100% =  98,03% 

 

 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Indeks Pemanfaatan 

Arsip 

65.43 81.31 124.27 

Jumlah persentase 3D

3 
  

Jumlah UK yang menerapkan arsip secara baku

Jumlah UK 
 𝑥 100% 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPK Kota Solok Tahun 2025 

 

46 

2. Peningkatan tata kelola kearsipan 

 

 

 

Jumlah UK yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif adalah 

sebanyak 45 UK dari 98 total UK.  

       Maka komposit  tata kelola arsip :  
45

98 
 𝑥 100% = 45,92 % 

 

 

3. Pelayanan Informasi Kearsipan  

 

 

 

Jumlah semua pengguna arsip yang meminta pelayanan adalah 

sebanyak 18 orang dan 18 orang yang bisa terpenuhi permintaannya. 

    Maka komposit 3 ini :  
18

18
 𝑥 100% =  100 % 

     Maka indeks pemanfaatan arsip adalah 
98,03 %+45,92%+100 %

3
 = 81 ,31% 

 

Sementara itu, pada Renstra 2025-2029 sasaran pada urusan kearsipan 

adalah sebagai berikut : 

Sasaran : Peningkatan tata kelola kearsipan 

Indikator : (a) Indeks hasil pengawasan kearsipan serta (b) indeks audit 

system kearsipan ekternal. 

(a) Indeks hasil pengawasan kearsipan 

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian 

antara prinsip, kaidan dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan 

kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan 

atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan internal 

Jumlah UK yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan inaktif

Jumlah  UK 
 𝑥 100% 

Jumlah pengguna arsip yang terlayani

Jumlah
masyarakat

instansi pengguna arsip yang meminta pelayanan
 𝑥 100% 
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merupakan tanggung jawab pemerintah daerah propinsi/kab/kota terhadap 

perangkat daerah di lingkungannnya. Pengawasan kearsipan terhadap 

penyelanggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang 

meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 

dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar 

kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, 

efisiensi dan keandalan penyelenggaraan kearsipan pada masing-masing 

pencipta arsip.  

Untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan tersebut diatas, 

Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

menyusun hasil audit hasil kearsipan ini  berupa laporan audit kearsipan 

internal (LAKI). Untuk tahun 2025 ini, nilai indeks LAKI Kota Solok bernilai 

52,83 berada pada kategori CC (Cukup). 

 

 

 

 

\ 
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(b) Indeks audit sistem kearsipan ekternal 

Audit sistem kearsipan eksternal adalah proses pengawasan kearsipan 

yang dilakukan oleh pihak luar (seperti Arsip Nasional Republik 

Indonesia/ANRI atau lembaga kearsipan daerah) terhadap instansi 

pemerintah/lembaga untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan penyelenggaraan kearsipan. 

Komponen Aspek Penilaian Audit Eksternal 

Berdasarkan instrumen dari ANRI dan peraturan terkait, audit sistem kearsipan 

eksternal umumnya meliputi empat aspek utama: 

1. Kebijakan Kearsipan: Penilaian terhadap keberadaan peraturan internal, tata 

naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi 

keamanan dan akses arsip. 
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2. Pembinaan Kearsipan: Penilaian terhadap upaya sosialisasi, bimbingan 

teknis, dan pelatihan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga/pimpinan kepada 

unit kerja. 

3. Pengelolaan Arsip Dinamis: 

a. Penciptaan: Pengelolaan surat masuk dan keluar. 

b.  Penggunaan: Prosedur akses dan layanan arsip. 

c. Pemeliharaan: Pemberkasan arsip aktif dan penataan arsip inaktif. 

d. Penyusutan: Pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis. 

4. Sumber Daya Kearsipan: Penilaian terhadap kecukupan arsiparis/pengelola 

arsip, prasarana dan sarana (depot arsip, ruang kerja), serta pendanaan. 

 

Untuk tahun 2025 ini Audit sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh 

ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Propinsi Sumatera Barat belum 

dibagikan hasil secara nasional. Jika sudah dibagikan nantinya bisa dilihat 

melalui web https://anri.go.id/page/laporan-hasil-pengawasan-kearsipan-

nasional. 

3. Sasaran pada Renstra 2025-2029 

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Indikator : (a) indeks pelayanan publik, (b) nilai SAKIP, (c) Indeks Kepuasaan 

Masyarakat 

(a) Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengukur kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan 6 aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, 

sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi.  

 

 

https://anri.go.id/page/laporan-hasil-pengawasan-kearsipan-nasional
https://anri.go.id/page/laporan-hasil-pengawasan-kearsipan-nasional
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Indikator utama dalam indeks pelayanan publik yakni: 
1. Aspek Kebijakan Pelayanan: Adanya standar pelayanan, maklumat pelayanan, 

dan survei kepuasan masyarakat. 

2. Profesionalisme SDM: Kompetensi petugas pelayanan, keramahan, dan sopan 

santun. 

3. Sarana Prasarana: Ketersediaan fasilitas penunjang kenyamanan dan 

aksesibilitas bagi pengguna layanan. 

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): Penggunaan teknologi untuk 

mempermudah informasi dan proses pelayanan. 

5. Konsultasi dan Pengaduan: Adanya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut 

atas saran/masukan masyarakat. 

6. Inovasi: Upaya perbaikan dan pembaruan pelayanan untuk meningkatkan 

efisiensi 

(b) Nilai SAKIP 

 SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

adalah rangkaian   sistematis manajemen kinerja, perencanaan, 

pengukuran, dan pelaporan yang wajib diterapkan instansi pemerintah 

untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. SAKIP bertujuan 

memastikan anggaran digunakan untuk kinerja hasil, bukan sekadar output 

kegiatan. 

(c) Indeks Kepuasaan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data kuantitatif dan kualitatif hasil 

pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, yang 

dibandingkan dengan harapan pengguna layanan sesuai Perpan RB No. 14 Tahun 

201 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Sistem+Akuntabilitas+Kinerja+Instansi+Pemerintah&sca_esv=8029562fbebb207c&biw=1920&bih=953&sxsrf=ANbL-n4_l1j1jALmBP5bAUBIMEMkKzf89g%3A1773212768608&ei=YBSxaejqJJuP4-EPgPLbiAY&ved=2ahUKEwiB8pWzpZeTAxUwyzgGHXdiMNwQgK4QegYIAQgAEAM&uact=5&oq=sakip&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiBXNha2lwMgQQIxgnMgsQABiABBixAxiDATINEAAYgAQYsQMYQxiKBTIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARI9whQAFjXBXAAeAGQAQCYAXGgAe4DqgEDMy4yuAEDyAEA-AEBmAIFoALPBMICChAjGIAEGCcYigXCAgoQABiABBhDGIoFwgIEEAAYA8ICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIQEAAYgAQYsQMYQxiDARiKBcICCBAAGIAEGLEDmAMAkgcDMS40oAeWKLIHAzEuNLgHzwTCBwkyLTEuMy4wLjHIB12ACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDY7wTJcb58PIrRSurN9kU9omx15B9DsIZQU4vh4ObZpnMMatViYCM3NUrdj-0g3R6vgPrJvuMY67Ss8uhTiKo99IsBzOXxgbBIELQ8iUXRQ9SFU1spfjq4bfvxZXvAj50&csui=3
https://www.google.com/search?q=Indeks+Kepuasan+Masyarakat&sca_esv=8029562fbebb207c&biw=1920&bih=953&sxsrf=ANbL-n5gMFhRK9SRpg24PXLOBerRH1_LVQ%3A1773213057387&ei=gRWxacGtF7CW4-EP98TB4Q0&oq=indeks+kepuas&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDWluZGVrcyBrZXB1YXMqAggBMgUQABiABDIFEAAYgAQyChAAGIAEGEMYigUyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESMsnUABY8xVwAHgBkAEAmAGaAaABhgiqAQQxMi4xuAEByAEA-AEBmAINoALcCMICChAjGIAEGCcYigXCAgsQABiABBixAxiDAcICDhAuGIAEGLEDGIMBGIoFwgIIEAAYgAQYsQPCAggQLhiABBixA5gDAJIHBDEwLjOgB_1isgcEMTAuM7gH3AjCBwYyLTEwLjPIB06ACAA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjDobKYppeTAxV-3zgGHYYCEpMQgK4QegYIAQgAEAM
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Berdasarkan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, terdapat 9 unsur utama 

yang dinilai yakni : 

1. Persyaratan: Kemudahan persyaratan administratif/teknis. 

2. Prosedur: Kesederhanaan alur pelayanan. 

3. Waktu: Ketepatan waktu penyelesaian. 

4. Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya dengan peraturan. 

5. Produk Layanan: Kesesuaian hasil dengan standar. 

6. Kompetensi Petugas: Keahlian dan keterampilan petugas. 

7. Perilaku Petugas: Kesopanan dan keramahan. 

8. Maklumat Pelayanan: Kesanggupan penyelenggara. 

9. Penanganan Pengaduan: Tindak lanjut saran dan masukan 

Hasil capaian untuk indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan 

pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatass belum kami peroleh 

untuk tahun 2025, baik dari bagian Organisasi maupun hasil evaluasi dari 

Inspektorat. 

 

3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 

Pada sub Bab ini akan dijelaskan realisasi dan capaian kinerja terkait dengan 

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra DPK Kota Solok pada 

Tahun Anggaran 2025 mulai dari capaian Tujuan beserta indikatornya dan 

capaian sasaran beserta indikatornya. Sesuai dengan standar, LKjIP harus 

memuat informasi dan analisis mengenai: 

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.  

2) Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam 

RPJMD. 
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3) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, 

provinsi, dan/ atau Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. 

4) Analisis faktor penghambat pencapaian target kinerja 

5) Upaya Yang Telah Dilakukan Guna Pencapaian Target Kinerja 

6) Rencana Aksi peningkatan capaian 

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa 

indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja 

yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan. Setiap pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan hasil 

Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan-Urusan Pemerintahan termasuk 

dalam hal ini bidang perpustakaan ke pemerintah pusat (Kementerian Dalam 

Negeri). Salah satu Indikator Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan yang harus 

dilaporkan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). 

 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diharapkan dapat menjadi ukuran 

yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah 

(pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam membina dan 

mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang 

dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan 

layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi 

masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi 

pembangunan literasi masyarakat. 
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Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Tabel 3.4 

Pengukuran Capaian Kinerja IPLM 

Sumber data : Hasil analisis data capaian kinerja DPK Tahun 2025 

 

Penetapan target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Msyarakat 

bersumber pada RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2021-2026. Dari tabel dapat dilihat, indikator kinerja Indeks 

Pembangunan Literasi Masyaraakat dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Untuk tahun 2023 ditargetkan skor 11.62 sedangkan realisasi 

capaian kinerja adalah sebesar 89.85 Sedangkan tahun 2024 ditargetkan skor 

12.50 dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 96.63 dan untuk tahun 

2025 ditargetkan 12.84 dengan realiasasi capaian 25.36 dimana untuk tahun 

2025 ini Kota Solok mendapatkan peringkat ke-2 tingkat Propinsi Sumatera 

Barat. 

 

Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD 

Penyajian informasi perbandingan capaian ini bertujuan untuk mengetahui akumulasi 

capaian kinerja pada tahun pelaporan (2025) dengan capaian kinerja sampai dengan 

tahun lalu (2022 dan 2023) serta perbandingan capaian dengan target akhir di RPJMD 

(2026). 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Indeks 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

(IPLM) 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

11.62 12.50 12.84 89.85 96.63 25.36 773,23 773,24 197.50 
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Tabel 3.5 
Pengukuran Capaian Kinerja pada 

Tujuan Terwujudnya Budaya Literasi 

INDIKATOR 
KINERJA 

REALISASI  
2023 

REALISASI  
2024 

REALISASI 
2025 

Target 
RPJMD 

s/d 2026 

% 
CAPAIAN 

Indeks 

Pembangunan 

Literasi Masyarakat 

89,85 96.63 25.36 13,48 197.50 

 

Berdasarkan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada akhir periode RPJMD tahun 2026 

ditetapkan target kinerja yang harus dicapai atas indikator kinerja IPLM sebesar 13,48. 

Sedangkan hasil capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 25.36 dengan persentase 

sehingga angka ini menunjukan keberhasilan pencapaian target kinerja. 

 

Pada urusan kearsipan dengan target indikator kinerja indeks pemanfaatan arsip 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

                                                Tabel 3.6 
                           Pengukuran Capaian Kinerja pada 

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang Andal 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

REALISASI  
2023 

REALISASI  
2024 

REALISASI 
2025 

Target 
RPJMD 

s/d 2026 

% CAPAIAN 

Indeks 

Pemanfaatan Arsip 
43,84 74.98 81.31 78.29 123.27 

 

Berdasarkan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada akhir periode RPJMD tahun 2026 

ditetapkan target kinerja yang harus dicapai atas indikator kinerja Indeks Pemanfaatan 

Arsip sebesar 78.29. Sedangkan hasil capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 81.31 

dengan persentase sehingga angka ini menunjukan keberhasilan pencapaian target 

kinerja. Untuk capaian urusan kearsipan ini tidak bisa dibandingkan secara Propinsi 
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dan Nasional karena masing-masing Propinsi berbeda Tujuan, Sasaran dan indikator 

kinerjanya. 

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Instansi/ Unit Kerja Lain. 

Tujuan dari penyajian perbandingan capaian kinerja antar instansi di daerah dalam 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai: 

1. Evaluasi Kinerja, Membantu instansi pemerintah memahami posisi kinerja mereka 

dibandingkan dengan instansi lain di daerah yang sama atau dengan standar yang 

telah ditetapkan. Hal ini mempermudah identifikasi keunggulan maupun 

kekurangan kinerja. 

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi, Memberikan informasi yang 

transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait capaian kinerja, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. 

3. Identifikasi Praktik Terbaik (Best Practices), Membantu instansi untuk belajar dari 

capaian kinerja terbaik dari instansi lain dan menerapkan strategi atau pendekatan 

yang berhasil diadopsi oleh mereka. 

4. Peningkatan Kompetisi Sehat, Memotivasi instansi untuk meningkatkan kinerjanya 

melalui kompetisi yang sehat berdasarkan data dan fakta yang disajikan dalam 

perbandingan tersebut. 

5. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik, Memberikan dasar yang lebih kuat bagi 

pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan atau program yang berorientasi 

pada hasil (result-oriented) berdasarkan data kinerja yang terukur. 

Efisiensi dan Efektivitas, Mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya dan 

efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui analisis 

perbandingan kinerja. 

 

Upaya Yang Telah Dilakukan Guna Pencapaian Target Kinerja. 
 

Capaian target realisasi indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat 

tahun ini mengalami kenaikan dan IPLM juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh : 
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1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan promosi buku elektronik (ebook) yang 

dapat diakses melalui ebook solok membaca pada aplikasi playstore yang bisa diakses 

secara gratis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : screenshot e-book solok membaca 
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2. Promosi buku melalui KACA (Kawasan Membaca) di beberapa  titik strategis. 

Dan diakses melaluihttps://buka.titikbaca.id/bacaBuku/TB1720666765 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Sumber : screenshot KACA 

   

3.Melakukan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang di 

yang merupakan DAKNF (Dana Alokasi Khusus Non Fisik) dari Perpusnas RI. 

Hasil akhir dari Bimtek ini yaitu tercetaknya 100 eksemplar buku konten budaya 

local. 

https://buka.titikbaca.id/bacaBuku/TB1720666765
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             Sumber : foto dokumentasi bimtek kepenulisan konten budaya lokal   

 

4.  Melakukan Lomba Video Konten Literasi yang didanai oleh Perpusnas melalui 

DAKNF Tahun 2025 Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Seleksi Awal, 

Pembekalan Peserta, dan Seleksi Akhir. Pada kegiatan ini peserta dibekali 

dengan ilmu Teknik pengambilan video dan editing video oleh Senior 

Videographer , Teknik Pembuatan Skrip dan Konten yang menarik oleh Konten 

Kreator, dan Pembekalan tentang Literasi oleh Pegiat Literasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

          Sumber : Dokumentasi lomba video konten literasi 
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5. Sosialisasi Identifikasi dan Pendaftaran Nasakah Kuno yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran , pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam 

mengenali dan melestarikan naskah kuno ,serta mengidentifikasi naskah kuno 

yang ada di Kota Solok. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas terkait,  Pemuka Adat, Ahli 

Waris Surau Latiah, Surau Gudang, Surau angku Aua dan Masyarakat serta 

komunitas terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dokumentasi naskah kuno 
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6.Kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Foto Dokumentasi Puskel 

 

7.Kegiatan Peningkatan Literasi Berbasisi Inklusi Sosial dalam bulir (Buku bergulir) 

ke masyarakat yang rutin dilaksanakan. 
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Sumber : foto dokumentasi Bulir 

 

8.POCADI (Pojok Baca Digital) di Masjid Agung utuk meningkatkan jumlah 

kunjungan perpustakaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sumber : foto dokumentasi POCADI 
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9. Lomba Bertutur untuk tingkat SD/MI se-Kota Solok yang pemenangnya akan 

bertanding untuk tingkat Propinsi S umatera Barat. Lomba betutur ini merupakan 

salah satu dana yang dibiayai oleh Perpusnas RI melalui kegiatan DAKNF 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sumber : foto dokumentasi lomba bertutur 

Capaian target realisasi indikator kinerja indeks pemanfaatan arsip tahun ini juga 

mengalami kenaikan. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh : 

1. Melakukan pengawasan/audit kearsipan pada OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah 

Kota Solok  dimana untuk tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh 

nilai BB (sangat baik) pada hasil pengawasan kearsipan yang dinilai oleh ANRI RI. Nilai 

pada hasil pengawasan kearsipan ini juga merupakan salah satu indikator dalam 

RoadMap Reformasi Birokrasi. 
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Sumber : foto dokumentasi audit kearsipan  
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2. Sosialisasi pengawasan kearsipan secara daring 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Melakukan pengolahan arsip penggabungan OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : foto dokumentasi pengolahan arsip penggabungan  
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3. Melakukan penilaian terhadap arsip usul simpan dan usul musnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fumigasi arsip merupakan suatu tindakan terhadap hama atau organisme yang dapat 

merusak arsip. Pekerjaan Fumigasi dilakukan melalui pengasapan yang bertujuan untuk 

mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan kearsipan, dengan menggunakan senyawa 

kimia yang disebut fumigan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : foto dokumentasi pengolahan arsip penggabungan 
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Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja 

Selain faktor pendukung tersebut juga terdapat faktor penghambat capaian target 

indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat antara lain sebagai berikut:  

1.  Disamping itu, penghambat/kendala pada perpustakaan sekolah binaan yakni 

berpindahnya tenaga pengelola perpustakaan/kurangnya SDM, tidak lengkapnya 

sarana prasarana di sekolah-sekolah binaan sehingga hanya sedikit sekolah yang 

mengajukan kesediaan untuk diakreditasi. 

2.   Pada bagian perpustakaan khusus, belum semua Organisasi Perangkat Daerah 

dan perusahaan BUMN/BUMD mempunyai ruangan khusus untuk perpustakaan 

atau mini corner perpustakaan. 

3. Kendala Teknis dalam Digitalisasi : Kurangnya infrastruktur teknologi yang 

mendukung layanan perpustakaan digital 

 

Selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator 

kinerja bidang kearsipan antara lain  : 

1. Kurangnya SDM/SDM pengelola arsip pada OPD yang dibina sering rotasi/mutasi 

sehingga pengelolaan arsip pada OPD tidak tertata dengan baik. 

2. Kurangnya tenaga IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang membawahi 

IT Kearsipan sehingga layanan digital belum terlaksana dengan baik. 

3. Kendala Teknis dalam Digitalisasi : Kurangnya infrastruktur teknologi yang 

mendukung layanan kearsipan digital 

 

Solusi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas permasalahan/faktor 

penghambat pencapaian indicator kinerja antara lain : 

1. Menyediakan ruang bagi OPD dan pengetahuan bagi siswa untuk mempelajari 

tentang tata kelola arsip dengan membuat Klinik Arsip pada record center yang 

ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
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Sumber : foto dokumentasi kegiatan di Record Center  

 

2. Memberikan Coaching Clinik  dalam penggunaan Aplikasi Srikandi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : foto dokumentasi kegiatan Coaching Clinik 

 

3. Sosialisasi dan Promosi Perpustakaan : Menggunakan media sosial, event literasi, dan 

kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 
 

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKjIP penting untuk 

memastikan akuntabilitas publik, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi peluang 

perbaikan. Hal ini mendukung transparansi, kepatuhan regulasi, dan optimalisasi 

sumber daya. Selain itu, analisis ini meningkatkan kepercayaan stakeholder, 

mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu mencapai nilai 

tambah dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penyajian analisis efisiensi 

membuat LKjIP lebih komprehensif dan mencerminkan tata kelola yang baik. Dengan 

menyajikan analisis efisiensi, instansi menunjukkan bahwa mereka telah 

menggunakan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja, dan aset) secara optimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja IPLM dan Indeks Pemanfaatan Arsip telah 

dilakukan upaya efisiensi yang meliputi beberapa aspek yaitu: 

1) Sumber Daya Manusia (SDM). Dilakukan upaya peningkatan kompetensi 

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan secara daring. 

2) Waktu. Sesuai dengan target RPJMD dan Renstra DPK pada akhir periode (2026) 

ditargetkan nilai IPLM sebesar 13,48 namun pada tahun 2022 sudah berhasil 

dicapai melampaui target sebesar 87,74. Kondisi ini menunjukkan terjadinya 

penghematan (Efisiensi) waktu pencapaian target selama 4 (empat) tahun 

anggaran.   

3) Anggaran. Berdasarkan DPPA DPK tahun 2025 telah dialokasikan anggaran 

program yang menjadi pengampu dari indikator kinerja IPLM yaitu: Program 

Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 467,048,150 Sedangkan 

capaian kinerja sebesar 205,76% adapun rumusan perhitungan nilai efisiensinya 

adalah: 

PA = Pagu Anggaran = Rp 467,048,150,- 

CK = Capaian Kinerja (%) = 205,76% 

RA = Realisasi Anggaran = Rp 434,113,127,-  

 Tingkat Efisiensi = (Rp.467.048.150 x 205.76%) – Rp.434.113.127 
X 100% 

 ( Rp. 467.048.150 x 205.76%) 
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Tingkat Efisiensi = Rp.960.998.273 – Rp.434.113.127,- 
X 100% 

 Rp. 960.998.273  
 

Tingkat Efisiensi = Rp.526.885.146,- 
X 100% 

 Rp. 960.998.273  
 
    Tingkat Efisiensi = 54,82% 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Adapun Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.7  

 Realisasi Anggaran Tahun 2025 

No Program 

Anggaran (Rp.) 
% 

Capaian 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 

Tahun 2025 

1. 

 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

5. 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Pembinaan 

Perpustakaan 

Program Pelestarian Koleksi 

Nasional dan Naskah Kuno  

Program Pengelolaan Arsip 

Program Perlindungan dan 

Penyelamatan Arsip 

5.470.262.222,98 

 

 

   467.048.150 

 

38.851.800 

 

9.820.000 

              480.000 

5.206.943.374 

 

 

434.113.127 

 

37.145.000 

 

9.579.000 

466.200 

 

95.19 

 

 

92.95 

 

95.61 

 

97.55 

97.13 

 

 Total 5.986.462.172,98 5.688.247.011 95.02 

 

Dari tabel 3.7 diatas, dari total anggaran Tahun 2025 sebesar                                       

Rp. 5.986.462.172,98,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.688.247.011,- atau sebesar 
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95.02 %. Dari capaian realisasi keuangan diatas, terdapat hampir semua realisasi 

keuangan berada diatas 95%. 

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan sangat baik dengan persentase 

capaian fisik 100% dan keuangan 95.02%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 

ini didukung oleh : 

 

a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintah.  

b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPD) 

terhadap perencanaan anggaran dan penatausahaan pertanggungajawab realisasi 

fisik dan keuangan. 

Upaya untuk mempertahankan pencapaian indikator kinerja persentase 

capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan lainnya secara 

konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bidang Akuntansi dan BUD 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.  

b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dan lainnya yang dijadwalkan oleh Bidang 

Pengelolaan Aset Daerah, Bidang akuntansi dan instansi lainnya berkaitan dengan 

pelaksanaan dan pelaporan aset secara berkala.  

c. Melaksanakan review laporan keuangan secara berkala (bulanan, triwulan, 

semester dan tahunan). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian diatas, maka pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Solok berupaya untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan 

indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : 

No 

 Indikator 

Satuan Target Realisasi 

Sasaran Sasaran    

      

 Peningkatan 

literasi 

masyarakat 

 Indeks  

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat  

   

1 % 12.50 25.36 

    

2 

 

 

Peningkatan  

kualitas 

pengelolaan 

kearsipan 

Indeks 

Pemanfaatan 

Arsip 

   

% 65.43 81.31 

   

 

Dari uraian dalam Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) 

Kota Solok Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Untuk Tahun 2025, sesuai dengan Renstra DPK Kota Solok Tahun 2021--

2026, terdapat 2 sasaran strategis yang dicapai, yang dijabarkan kedalam 5 

program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. 

b. Pada Sasaran Peningatan literasi masyarakat dengan indikator Indeks 

Peningkatan Literasi Masyarakat memperoleh nilai 25.36 dan berhasil 

menjadi peringkat ke 2 sePropinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada 

sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan indikator 

Indeks Pemanfaatan Arsip juga terjadi kenaiakan yakni 81.31. 
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4.2. SARAN 

Dari capaian kinerja sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2025, 

tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan untuk kedepannya antara lain  : 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam rangka meningkatkan kinerja DPK dimasa yang akan datang. 

2. Menetapkan pengelola perpustakaan dan kearsipan melalui SK Walikota. 

3. Mengusahakan bantuan pengembangan perpustakaan melalui ke DAK Non Fisik 

ke Perpusnas RI.  

4. Membuat peta jabatan, Anjab dan ABK untuk pengadaan pegawai melalui CPNS 

dan PPPK. 

5. Perlunya perhatian pimpinan OPD terhadap perpustakaan dan pengelolaan 

kearsipan pada instansinya. 

Demikian Laporan Kinerja ini disusun dengan harapan Laporan Kinerja Tahun 

2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan 

sekaligus sebagai sumber informasi penting serta acuan dalam pengambilan 

keputusan guna peningkatan kinerja. 

Solok,     Maret 2026 
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN KOTA SOLOK 
 
 
 
 

HERMAN, SH., S.Sos 
NIP. 197112301993031003 

 
  
 

 

 

 

 

 

     


